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KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS
NOMOR  17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PEMBERLAKUAN PEMBATASAN 
KEGIATAN MASYARAKAT(PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN 
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DESA KALIPELUS
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DESA KALIPELUS,

Menimbang
: a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri



     Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang



     Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis

                                      Mikro(PPKM-Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan


     Corona Virus Disease 2019 (covid-19) perlu dibentuk Satuan


    Tugas (Satgas) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan


     Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM-Mikro) di  Desa Kalipelus

                                     Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, 


b. Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 443/162/Setda/2021


    perihal Pemberlakuan PPKM Mikro dan Pembentukan Posko


    Penanganan Covid-19 di tingkat desadan Kelurahan untuk


    Pengendalian Covid-19 di Kab.Banjarnegara.



c.Bahwa untuk melaksanan intruksi Menteri Dalam Negeri dan 



   Surat Edaran Bupati Banjarnegara sebagaimana di maksud pada



   huruf (a) dan (b) perlu di tetapkan Surat Keputusan Kepala Desa



   tentang Pembentukan Satgas PPKM Berbasis Mikro di Desa



   Kalipelus.

Mengingat
:   1.  Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan    Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nmor 24 tahun 2007 tentang Penanggaulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nmor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Covid-19;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman PenyelenggaraanSurveilans Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

12. Peraturan Menteri Desa PEmbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang PEmberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM-Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

15. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM-mikro) di Desa;
16. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19

17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350) Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Jawa Tengah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah

kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);

20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);
24. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/364 tahun 2020 tentang penetapan Status Siaga Darurat Bencana non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) diwilayah Kabupaten Banjarnegara;

25. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 443/162/setda/2021 Tgl 9 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan PKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Banjarnegara;

26. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 3);

27. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 01);
28. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025;
31. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 16 Tahun 2020 Tentang tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Kepala Desa Kalipelus Nomor 10 Tahun 2020Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Desa TahunAnggaran2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan



:

KESATU



:  Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM-Mikro) untuk Penanganan corona virus Disease 2019 (covid-19) Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA



: Satuan Tugas (SATGAS) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM-Mikro) untuk  Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)  Desa Kalipelus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ini Bertugas :

a. Melakukan Edukasi melalui sosialisasi/penyuluhan yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala,cara penularan,maupun langkah-langkah pencegahannya melalui 5 M :
1. Memakai Masker

2. Mencuci Tangan Dengan Sabun dan air mengalir

3. Menjaga Jarak

4. Menjauhi Kerumunan

5. Membatasi Mobilisasi dan interaksi

b. Bersama Petugas Kesehatan melakukan 3 T (Testing, Tracking, Treatment) 

c. Koordinasi dengan kades menyediakan  ruang isolasi;

Melakukan penyemprotan disinfektan dan Menyediakan cairan pembersih tangan (Hand Sanitizier) ditempat umum seperti Balai Desa;

d.     Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini , 


    perlindungan ,   
    serta 
    pencegahan penyebaran 
    wabah dan penularan  
   
    COVID-19;

e. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulance dan Lain-lain;

f. Mengecek kelengkapan Posko :
1. Melengkapi Panel Data

2. Melengkapi Buku Mutasi
g. Mendata jumlah warga yang terpapar covid-19 7 hari terakhir dan perkembangan yang terpapar covid-19 setiap hari;

h. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2 019 (COVID – 19) Tingkat Kecamatan.

KETIGA
: Dalam menjaklankan tugasnya Satuan Tugas (SATGAS) Pemberlakuan      Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM-Mikro) untuk Penanganan COVID-19 berbasis masyarakat Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara sebagimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetap kannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalipelus Tahun anggaran 2021;

KELIMA
: Keputusan ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan








Ditetapkan di Kalipelus








Pada tanggal 19 Februari 2021








Kepala Desa Kalipelus








   HARTININGSIH

Tembusan : Disampaikan Kepada YTH :

1. Bupati Banjarnegara, Sebagai Laporan;

2. Kepala Gugus Penanggulangan Covid-19 Kab. Banjarnegara, Sebagai Laporan;

3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banjarnegara, Sebagai Laporan;

4. Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, Sebagai Laporan;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, Sebagai Laporan;

6. Camat Purwanegara;

7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalipelus;

8. Yang Bersangkutan
	Lampiran
	: Keputusan Kepala Desa Kalipelus

	Nomor
	: 17
	Tahun 2021
	
	

	Tanggal
	: 19
	Februari 2021
	.
	


SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS (SATGAS) PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN 
MASYARAKAT BERSKALA MIKRO (PPKM-MIKRO) UNTUK PENANGANAN
 COVID-19

DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA 
KABUPATEN BANJARNEGARA

	NO
	NAMA
	UNSUR
	KEDUDUKAN
	KET

	1
	HARTININGSIH
	KEPALA DESA
	KETUA POSKO
	

	2
	HERLAMBANG
	KETUA BPD
	WAKIL KETUA
	

	3
	SUPANGAT
	SEKRETARIS DESA
	KOORDINATOR
	

	
	
	
	
	

	4
	TIM PENCEGAHAN
	
	
	

	
	1.PELDA IMRON
	BABINSA
	KETUA
	

	
	2.BRIPKA DIAN .W
	BABINKAMTIBMAS
	ANGGOTA
	

	
	3.AKBAR KURNIAWAN
	KADUS II
	ANGGOTA
	

	
	4.YUSUP
	LINMAS
	ANGGOTA
	

	
	5.KOERNIAWAN UDJIANTO
	KPMD
	ANGGOTA
	

	
	6.LAELI NURHIDAYATI
	KASI PEMERINTAHAN
	ANGGOTA
	

	
	7.AFWAN LATIF
	KAUR PERENCANAA
	ANGGOTA
	

	
	8.TEGAR BAYU AJI
	KARANG TARUNA
	ANGGOTA
	

	
	
	
	
	

	5
	TIM PENANGANAN
	
	
	

	
	1.SAMAUN
	KASI PELAYANAN
	KETUA
	

	
	2.EKO SETYO EDI
	KADUS III
	ANGGOTA
	

	
	3.AMIRIH WALUYATI
	KETUA FKD
	ANGGOTA
	

	
	4.SEPTIAWATI
	BIDAN DESA
	ANGGOTA
	

	
	5.PUJO SARWONO
	LINMAS 
	ANGGOTA
	

	
	6.YUNITA INDAH P
	KAUR KEUANGAN
	ANGGOTA
	

	
	7.CHADIRUN
	KARANG TARUNA
	ANGGOTA
	

	
	8.JASMAN
	LINMAS
	ANGGOTA
	

	
	
	
	
	

	6
	TIM PEMBINAAN
	
	
	

	
	1.UJANGRIYADI
	WAKIL KETUA BPD
	KETUA
	

	
	2.BRIPKA DIAN .W
	BABINKAMTIBMAS
	ANGGOTA
	

	
	3.PELDA IMRON
	BABINSA
	ANGGOTA
	

	
	4.TUTUR WARDOYO
	KADUS I
	ANGGOTA
	

	
	5.JOKO TRI WAHYUDI
	KASI KESRA
	ANGGOTA
	

	
	6.WAGIARTI
	KADER POSYANDU
	ANGGOTA
	

	
	7.DAMAR
	KARANG TARUNA
	ANGGOTA
	

	
	8.AMRIH WAHYUDIANTI
	KARANG TARUNA
	ANGGOTA
	

	
	
	
	
	

	7
	TIM PENDUKUNG
	
	
	

	
	1.PELDA IMRON
	BABINSA
	KETUA
	

	
	2.BRIPKA DIAN .W
	BABINKAMTIBMAS
	ANGGOTA
	

	
	3.SUYUD
	KADUS V
	ANGGOTA
	

	
	4.JOKO T.W
	KADUS IV
	ANGGOTA
	

	
	4.SUMADI
	KAUR TU & UMUM
	ANGGOTA
	

	
	5.EDI INDIANTO
	KETUA RT III RW II
	ANGGOTA
	

	
	6.JULI PRAYITNO
	LP3M
	ANGGOTA
	

	
	7.RISANG.ZW
	KARANG TARUNA
	ANGGOTA
	

	
	8.PRIANTO
	LINMAS
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